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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

enimbang

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesa menjamin kesgahteraan tigp-tigp warga
negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asas
manusa;

bahwa anak addah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang ddam dirinya
melekat harkat dan martabat sebagal manusia seutuhnya;

bahwa anak addah tunas, potens, dan generas muda penerus cita-cita perjuangan
bangsa, memiliki peran drategis dan mempunya ciri dan gfat khusus yang menjamin
kelangsungan eksistens bangsa dan negara pada masa depan;

bahwa agar sdtigp anak kdlak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia
perlu mendapat kesempatan yang sduas-luasnya untuk tumbuh dan  berkembang
secara optimd, bak fisk, mentd maupun sodd, dan berakhlak mulia, perlu
dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesgahteraan anak dengan
memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa
diskrimines;

bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesgahteraan anak diperlukan dukungan
kdlembagaan dan  peraturan  perundang-undangan  yang dapa menjamin
pelaksanaannya;

bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur ha-hd tertentu mengena anak dan
secara khusus bedum  mengaiur kesduruhan  aspek  yang  berkaitan  dengan
perlindungan anak;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a b, ¢, d, e dan f perlu
ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Mengingat:

1.

2.

3.

Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasd 21, Pasd 28B ayat (2), dan Pasa 34 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesgahteraan Anak (Lembaran
Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segda Bentuk
Diskriminas terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of al Forms of
Discrimination Agangt Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor
138 Concerning Minimum Age for Admisson to Employment (Konvens ILO
mengena Usa Minimum untuk Diperbolenkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Ases Manusa (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor
182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The
Worgst Forms of Child Labour (Konvens ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan
Tindekan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk  Anak)



(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3941);

Dengan persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pesd 1

Daam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Anak adalah seseorang yang belum berusa 18 (delapan beas) tahun, termasuk anak
yang mash daam kandungan.

Perlindungan anek addah segda kegiatan untuk menjamin dan mdindungi anak dan
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartispas, secara optimal
sesua dengan harkat dan martabat kemanudiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminas.

Keuarga addah unit terkecil ddam masyarakat yang terdiri dari suami idtri, atau
uami igri dan anaknya, aau ayah dan anaknya, aau ibu dan anaknya, atau keluarga
sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan dergjat ketiga.

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah
dan/atau ibu angkat.

Wadi addah orang atau badan yang ddam kenyataannya menjaankan kekuasaan asuh
sebagal orang tua terhadap anak.

Anak terlantar addah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wagar, bak
fisk, mentd, spiritua, maupun sosd.

Anak yang menyandang cacat addah anak yang mengdami hambatan fisk dan/atau
mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secarawgar.

Anak yang memiliki keunggulan addah anak yang mempunya kecerdasan luar biasa,
atau memiliki potens danv/atau bakat isimewa

Anak angkat adadah anak yang heknya didihkan dari lingkungan kekuasaan keduarga
orang tua, wai yang sah, aau orang lain yang bertanggung jaweb aas perawatan,
pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke ddam lingkungan keluarga orang tua
angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Anak asuh addah anak yang diasuh oleh seseorang aau lembaga, untuk diberikan
bimbingan, pemdiharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya
dau sdah stu orang tuanya tidek mampu menjamin tumbuh kembang anak secara
wajar.

Kuasa aauh addah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memdihara,
membing, mdindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesua dengan agama yang
dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Hak anak addah bagian dari hak asas manusa yang wagib dijamin, dilindungi, dan
dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Masyarakat addah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisas sosa dan/atau
organisas kemasyarakatan.

Pendamping addah pekerja sosd yang mempunya kompetens profesond ddam
bidangnya.

Perlindungan khusus addah perlindungan yang diberikan kepada anak ddam Stued
darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kdlompok minoritas dan
terisolas, anak yang dieksploitas secara ekonomi dan/atau seksud, anak yang
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyaahgunaan narkotika, akohal,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (ngpza), anak korban penculikan, penjuaan,



perdagangan, anak korban kekerasan bak fisk dan/atau mentd, anak yang
menyandang cacat, dan anak korban perlakuan sdah dan pendantaran.

16. Setigp orang adaah orang perseorangan atau korporas.

17. Pemerintah addah Pemerinteh yang mdiputi Pemerinteh Pusat dan  Pemerintah
Daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Penydenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan  berlandaskan Undang-
Undang Dasr Negara Republik Indonesa Tahun 1945 seta prindp-prindp dasar
Konvens Hak-Hak Anak mdliputi :
non diskrimines;
kepentingan yang terbaik bagi anak;
hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
penghargaan terhadap pendapat anak.

opoTo

Pasa 3
Pelindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartispas secara optima sesua dengan harkat dan
martabat  kemanusaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan  diskriminas,
demi terwujudnya anak Indonesiayang berkualitas, berakhlak mulia, dan sgjahtera.

BAB Il
HAK DAN KEWAJBAN ANAK

Pasd 4
Setigp anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartiSpas secara
waga sesua dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminas.

Pasal 5
Setigp anak berhak atas suatu nama sebagal identitas diri dan tatus kewarganegaraan.

Pasal 6
Setigp anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspres sesua
dengan tingkat kecerdasan dan usanya, ddam bimbingan orang tua

Pasa 7

(1) Setigp anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh
orang tuanya sendiri.

(2) Ddam hd karena suatu sebab orang tuanya tidek dapat menjamin tumbuh kembang
anak, atau anak daam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau
diangkat sebagal anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesua dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasa 8
Setigp anak berhak memperolen pelayanan kesehatan dan jaminan sosa sesua dengan
kebutuhan fisk, mentd, spiritud, dan sosd.

Pasa 9
(1) Setigp anak  berhak memperolen  pendidikan dan  penggaran dadam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesua dengan minat  dan
bakatnya.



(2) Sdain hak anak sebagamana dimeksud daam ayat (1), khusus bagi anak yang
menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi
anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10
Setigp anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan
memberikan  informaed  sesua  dengan  tingkat kecerdasan  dan  usanya  demi
pengembangan dirinya sesual dengan nila-nila kesusilaan dan kepatutan.

Pasa 11
Setigp anak berhak untuk beridirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan
anak yang sebaya, bermain, berekreas, dan berkreas sesua dengan minat, bakat, dan
tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12
Setigp anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosd, dan
pemdiharaan taraf kesgahteraan sosdl.

Pasal 13
(1) Setigp anak sdama daam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang
bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
diskrimines;
eksploitad, baik ekonomi maupun seksud;
pendantaran;
kekgaman, kekerasan, dan penganiayaan;
ketidakadilan; dan
f. perlakuan sdah lainnya
(2) Ddam hd orang tua, wdi aau pengasuh anak meakukan segda bentuk perlakuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

PaooTe

Pasal 14
Setigp anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecudi jika ada dasan
dan/atau auran hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisshan itu addah demi
kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15
Setigp anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
a. penydahgunaan ddam kegiatan politik;
b. pdibatan daam sengketa bersenjata;
c. pdibatan ddam kerusuhan sosd;
d. pdibaan ddam perigtiwayang mengandung unsur kekerasan; dan
e. pelibatan ddam peperangan.

Pasal 16
(1) Setigp anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan,
atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(2) Setigp anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila
sesual dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagal upaya terakhir.

Pasa 17
(1) Setigp anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisshkan dari
orang dewasa;
b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lannya secara efektif ddam setigp
tahapan upaya hukum yang berlaku; dan



c. membea diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif
dan tidak memihak dadam sdang tertutup untuk umum.
(2) Setigp anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksud atau  yang
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18
Setigp anak yang nenjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan
hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19
Setigp anak berkewajiban untuk :
a. menghormdi orang tua, wdli, dan guru;
b. mencinta kduarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
C. mencintal tanah air, bangsa, dan negara;
d. menunakan ibadah sesua dengan garan agamanya; dan
e. meaksanakan etika dan akhlak yang mulia

BAB IV
KEWAJBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20
Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewgiban dan bertanggung
jawab terhadap penydenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Kewgjiban dan Tanggung Jawab
Negara dan Pemerintah

Pasal 21
Negara dan pemeintah berkewgiban dan bertanggung jawab menghormati  dan
menjamin hak asas setigp anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis
kelamin, etnik, budaya dan bahasa, datus hukum anak, urutan keahiran anak, dan
kondis fisk dan/atau mental.

Pasal 22
Negara dan pemerintah berkewgiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan
sarana dan prasarana dalam penyedenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23
(1) Negara dan pemeintah menjamin perlindungan, pemdiharaan, dan kesgahteraan
anak dengan memperhatikan hak dan kewgiban orang tua, wdi, aau orang lain yang
secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
(2) Negaradan pemerintah mengawas penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24
Negaa dan pemerintah menjamin @ anak untuk mempergunekan haknya ddam
menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga
Kewgjiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25



Kewgiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan
meldui kegiatan peran masyarakat ddam penydenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat
Kewgjiban dan Tanggung Jawab
Keuarga dan Orang Tua

Pasa 26
(1) Orang tua berkewgjiban dan bertanggung jawab untuk :
a. mengasuh, memdihara, mendidik, dan mdindungi anak;
b. menumbuhkembangkan anak sesua dengan kemampuan, bakat, dan minanya;
dan
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Ddam hd orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu
sebab, tidak dapat melaksanakan kewgjiban dan tanggung jawabnya, maka kewgjiban
dan tanggung jawab sebagamana dimaksud dalam ayat (1) dapat beraih kepada
keluarga, yang dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BABV
KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu
| dentitas Anak

Pasa 27

(1) Identitas diri setigp anak harus diberikan sgak kelahirannya

(2) Identitas sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang
menyakskan dan/atau membantu proses kelahiran.

(4) Ddam hd anak yang proses keahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak
diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan
pada keterangan orang yang menemukannya

Pasal 28

(1) Pembuatan a&kta keahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang ddam
pel aksanaannya di selenggarakan serendah rendahnya padatingkat kel urahan/desa.

(2) Pembuatan akta kelahran sebagamana dimaksud ddam ayat (1) harus diberikan
paing lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sgak tanggd digukannya permohonan.

(3) Pembuatan akta kel ahiran sebagaimana dimaksud daam ayat (1) tidek dikena biaya.

(4) Ketentuan mengenal tata cara dan sSyaa-syarat pembuatan akta kelahiran
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua
Anak yang Dilahirkan dari
Perkawinan Campuran

Pasal 29
(1) Jka terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga
negara adng, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh
kewarganegaraan dari ayah aau ibunya sesua  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Ddam hd terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud daam ayat (1),
anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada ddam
pengasuhan sdlah satu dari kedua orang tuanya.



(3) Dadam hd terjadi perceraian sebagaimana dimaksud daam ayat (2), sedangkan anak
bdum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik
Indonesia, demi kepentingan terbailk anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah
berkewgiban mengurus datus kewarganegaraan Republik  Indonesia bagi  anak
tersebut.

BAB VI
KUASA ASUH

Pasal 30
(1) Ddan hd orang tua sebagamana dimeksud ddam Pasd 26, mddakan
kewgibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh
orang tua dapat dicabuit.
(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melaui penetapan pengadilan.

Pasal 31

(1) Sdah sau orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampal dergat ketiga, dapat
menggukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetgpan pengadilan
tentang pencabutan kuasa asuh orang tua aau melakukan tindakan pengawasan
gpabilaterdapat dasan yang kuat untuk itu.

(2) Apabila sdlah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampal dengan dergat
ketiga, tidak dapat meaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua
sebagaimana dimeksud dadam ayat (1) depat juga digukan oleh pegaba yang
berwenang aau lembaga lain yang mempunya kewenangan untuk itu.

(3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dadam ayat (1) dapat menunjuk orang
perssorangan aau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wdi bagi  yang
bersangkutan.

(4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud ddam
ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32
Penetgpan pengadilan sebagaimana dimaksud ddam Pasad 31 ayat (3) sekurang-
kurangnyamemuat ketentuan :
a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
b. tidak menghilangkan kewgjiban orang tuanya untuk membiaya hidup anaknya; dan
C. bataswaktu pencabutan.

BAB VII
PERWALIAN

Pasal 33

(1) Ddam hd orang tua anak tidak cakep meakukan perbuatan hukum, atau tidak
diketahui tempat tinggad atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum
yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebaga wai dari anak yang bersangkutan.

(2) Untuk menjadi wali anak sebagamana dimeksud ddam ayat (1) dilakukan medui
penetapan pengadilan.

(3) Wdi yang ditunjuk sebagamana dimeksud ddam ayat (2) agamanya harus sama
dengan agama yang dianut anak.

(4) Untuk kepentingan anak, wai sebagaimana dimaksud ddam ayat (2) wgib mengdola
harta milik anak yang bersangkutan.

(5) Ketentuan mengenal syarat dan tata cara penunjukan wadi sebagamana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



Pasal 34
Wadi yang ditunjuk berdasarkan penetgpan pengadilan sebagamana dimeksud ddam
Pasd 33, dgpat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di ddam maupun
di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

(1) Ddam hd anak bdum mendapat penetapan pengadilan mengena wdi, maka harta
kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Bda Harta Peninggdan atau lembaga lain
yang mempunya kewenangan untuk itu.

(2) Bda Harta Peninggdan aau lembaga lan sebagamana dimeksud ddam aya (1)
bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

(3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat
penetapan

Pasal 36
(1) Ddam hd wdi yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidek cakap meakukan
perbuatan hukum aau menyaahgunakan kekuassannya sebaga wadi, maka datus
pewdiannya dicabut dan ditunjuk orang lan sebaga wai mddui  penetgpan
pengadilan.
(2) Ddam hd wdi meninggd dunia ditunjuk orang lain sebaga wai meddui penetapan
pengadilan.

BAB VIII
PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu
Pengasuhan Anak

Pasal 37

(1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidek dapat menjamin
tumbuh kembang anaknya secarawgar, bak fisk, menta, spiritua, maupun sosd.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimeksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga
yang mempunya kewenangan untuk itu.

(3) Ddam hd lembaga sebagaimana dimaksud ddam ayat (2) berlandaskan agama, anak
yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang
bersangkutan.

(4) Ddam hd pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidek berlandaskan agama,
maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhaikan agama yang dianut anak
yang bersangkutan.

(5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapeat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosidl.

(6) Perseorangan yang ingin berpatispas dapat mddui  lembaga-lembaga sebagaimana
dimaksud ddam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

(1) Pengasuhan anak sebagaimana dimeksud daam Pasd 37, dilaksanakan tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa,
gtatus hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondis fisk darv/atau mentd.

(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimeksud ddam ayat (1), disdenggarakan meaui
kegitan  bimbingan, pemdiharaan, perawatan, dan  pendidikan  secara
berkesnambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya darvatau fadlitas lain,
untuk menjamin tumbuh kembang anek secara optimd, bak fisk, mentd, spiritud
maupun sosd, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.



Bagian Kedua
Pengangkatan Anak

Pasal 39

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbailk bagi anak
dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan  ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan anak sebagamana dimeksud ddam ayat (1), tidak memutuskan
hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya

(3) Cdon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh caon anak
angkat.

(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asng hanya dapat dilakukan sebaga upaya
terakhir.

(5) Ddam hd asd usul anak tidek diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan
agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40
(1) Orang tua angkat wgib memberitahukan kepada anak angkatnya mengena asad
usulnya dan orang tua kandungnya.
(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimeksud daam
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesigpan anak yang bersangkutan.

Pasal 41
(1) Pemerintah dan masyarakat meakukan bimbingan dan pengawasan terhadap
pel aksanaan pengangkatan anak.
(2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimeksud dalam ayat
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PENY ELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Agama

Pasal 42
(1) Setigp anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya
(2) Sebdum anak dgpa menentukan pilihannya, agama yang dipduk anak mengikuti
agama orang tuanya.
Pasal 43
(1) Negara, pemerintah, masyarakat, kedluarga, orang tua, wdi, dan lembaga sosd
menjamin perlindungan anak daam memduk agamanya.
(2) Pelindungan anak ddam memeuk agamanya sebagaimana dimeksud ddam ayat (1)
meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamaan garan agama bagi anak.

Bagian Kedua
Kesehatan

Pasal 44

(1) Pemeintah wgib menyediakan faslitas dan menyedeng-garakan upaya kesehatan
yang komprehensf bagi anak, agar setigp anak memperoleh dergat kesehatan yang
optima sgak daam kandungan.

(2) Penyediaan fadlitas dan penydenggaraan upaya kesehatan secara komprehensf
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

(3) Upaya kesehatan yang komprehensf sebagamana dimaksud ddam ayat (1) meiputi
upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bak untuk pelayanan kesehatan
dasar maupun rujukan.



(4) Upaya keschatan yang komprehensf sebagamana dimeksud ddam aya (1)
disdlenggarakan secara cuma-cumabagi kduarga yang tidak mampu.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud daam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 45
(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat
anak sgak dalam kandungan.
(2) Ddam hd orang tua dan kduarga yang tidek mampu melaksanakan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
(3) Kewgjiban sebagamana dimaksud ddam ayat (2), peaksanaannya dilakukan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46
Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wgib mengusshakan agar anak yang lahir
terhindar dari penyakit yang mengancam keangsungan hidup davatau menimbulkan
kecacatan.

Pasal 47
(1) Negara, pemerintah, kduarga, dan orang tua wgib melindungi anak dari upaya
trangplantas organ tubuhnya untuk pihak lain.
(2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tuawgib meindungi anak dari perbuatan :
a. pengambilan organ tubuh anak danatau jaringan tubuh  anak  tanpa
memperhatikan kesehatan anak;
b. jud bdi organ darv/atau jaringan tubuh anak; dan
c. penditian kesehatan yang menggunakan anak sebaga objek penditian tanpa
seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga
Pendidikan

Pasal 48
Pemerintah waib menyelenggarakan pendidikan dasar minima 9 (sembilan) tahun untuk
semua anak.

Pasal 49
Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang sduas
luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

a. pengembangan skap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan menta
dan fisk sampa mencapai potens mereka yang optimd,;

b. pengembangan penghormatan atas hak asas manusia dan kebebasan asas;

C. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nila-
nilanya sendiri, nila-nila nesona di mana anak bertempat tinggd, dari mana anak
berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda beda dari peradaban sendiri;

d. pergagpan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan

e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51
Anak yang menyandang cacat fisk dan/atau mentd diberikan kesempatan yang sama dan
akseshilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa,

Pasal 52
Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan akseshbilitas  untuk
memperoleh pendidikan khusus.



Pasal 53
(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan
cuma-cuma aau pelayanan khusus bagi anek dari kdluarga kurang mampu, anak
terlantar, dan anak yang bertempat tinggd di daerah terpencil.
(2) Pertanggungiawaban pemerintah sebagaimana dimaksud daam ayat (1) termasuk
pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54
Anak di ddam dan di lingkungan sekolah waib dilindungi dari tindakan kekerasan yang
dilakukan oleh guru, pengdola sekolah atau temantemannya di ddam sekolah yang
bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat
Sosd

Pasal 55

(1) Pemerintah wagib menyelenggarakan pemdiharaan dan perawatan anak terlantar, baik
dadam lembaga maupun di luar lembaga.

(2) Penydenggaraan pemdiharaan sebagaimana  dimaksud dadam ayat (1) dapa
dilakukan oleh lembaga masyarakat.

(3) Untuk menydenggarakan pemdiharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga
pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagamana dimeksud daam ayat (2), dapat
mengadakan kerja sama dengan berbagal pihak yang terkait.

(4) Ddam ha penydenggaraan pemeiharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud
ddam ayat (3), pengawasannya dilakukan olen Menteri Sosd.

Pasal 56
(1) Pemerinteh ddam  menydenggarakan  pemeiharaan  dan  perawatan  wgib
mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
a. berpartispag;
b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;

C. bebas menerima informas lissn atau tertulis sesua dengan tahapan udga dan
perkembangan anak;

d. bebas berserikat dan berkumpul;
e. bebas beritirahat, bermain, berekreas, berkreas, dan berkarya seni budaya; dan
f.  memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagamana dimaksud ddam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan
usa tingka kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidek menghambat dan
mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57
Daam hd anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya medakan kewgibannya,
maka lembaga sebagamana dimaksud daam Pasal 55, kduarga, aau peaba yang
berwenang dapat menggukan permohonan ke pengadilan untuk menetepkan anak
sebagal anak terlantar.

Pasal 58
(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 57 sekdigus menetapkan
tempat penampungan, pemeiharaan, dan perawatan anak terlantar  yang
bersangkutan.
(2) Pemerinteh aau lembaga yang diberi wewenang wgib menyediskan tempat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



Bagian Kdima
Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerinteh dan lembaga negara lainnya berkewgiban dan bertanggung jawab untuk
memberikan perlindungan khusus kepada anak ddam dtuas darurat, anak yang
berhadapan dengan hukum, anak dari kedompok minoritas dan terisolad, anak
tereksploitas secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang
menjadi  korban penyadahgunaan narkotika, akohol, pskotropika, dan zat adiktif lainnya
(napza), anak korban penculikan, penjudan dan perdagangan, anak korban kekerasan
bak fisk danaau mentd, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan
sdlah dan pendlantaran.

Pasal 60
Anak dalam stuad darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasa 59 terdiri atas:
anak yang menjadi pengungs;
anak korban kerusuhan,
anak korban bencana dam; dan
anak dalam situas konflik bersenjata
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Pasal 61
Pelindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungs sebagamana dimaksud ddam
Pasd 60 huruf a dilaksanakan sesual dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak daam

dtuas konflik bersenjata sebagaimana dimaksud daam Pasd 60 huruf b, huruf c, dan

huruf d, dilaksanakan meldui :

a. pemenuhan Kkebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman,
pendidikan, kesehatan, belgar dan berekreas, jaminan keamanan, dan persamaan
perlakuan; dan

b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anek yang menyandang cacat dan anak yang
mengaami gangguan pskososd.

Pasal 63
Setigp orang dilarang merekrut atau memperdat anak untuk kepentingan militer dan/atau
lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64
(1) Perlindungan khusus bagi anek yang berhadapan dengan hukum sebagaimana
dimaksud ddam Pasd 59 mdiputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak
korban tindak pidana, merupakan kewsgiban dan tanggung jawab pemerintah dan
masyarakat.
(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan mdaui :
a. perlakuan atas anak secaramanusiawi sesua dengan martabat dan hak-hak anak;
b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sgak dini;
c. penyediaan saranadan prasarana khusus,
d. penjatuhan sanks yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang
berhadapan dengan hukum;
pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua aau
keluarga; dan
g pelindungan dai pemberitaan identitas mddui media messa dan  untuk
menghindari labelisas.
(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan medui :

.
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a. upayarehabilitas, baik ddam lembaga maupun di luar lembaga;

b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas meldui media massa dan untuk
menghindari labdisas;

C. pemberian jaminan kesdamatan bagi sakd korban dan sks ahli, bak fisk,
mentd, maupun sosd; dan

d. pemberian akseshilitas untuk mendapatken informas mengenal  perkembangan
perkara.

Pasal 65

Perlindungan khusus bagi anak dari kdlompok minoritas dan terisolas  sebagaimana
dimaksud daam Pasd 59 dilakukan meaui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat
menikmati budayanya sendiri, mengakui dan medaksanakan garan agamanya sendiri, dan
menggunakan bahasanya sendiri.

Sdigp orang dilarang menghdang-hdangi anak sebagaimana dimaksud ddam ayat (1)
untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan meaksanakan garan agamanya, dan
menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan
budaya.

Pasal 66
(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitas secara ekonomi dan/atau seksud
sebagaimana dimaksud daam Pasd 59 merupakan kewgjiban dan tanggung jawab
pemerintah dan masyarakat.
(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitad sebagaimana dimaksud ddam aya

(1) dilakukan medui :

a penyebarluasan dan/atau soSdisas ketentuan  peraturan  perundang-undangan
yang bekatan dengan perlindungan anak yang dieksploitas secara ekonomi
dan/atau seksud;

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanks; dan

Cc. pdibaan berbaga ingtans pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga
swadaya masyarekat, dan masyarekat daam penghapusan eksploitas terhadap
anak secara ekonomi dan/atau seksud.

(3) Sdtigp orang dilarang menempatkan, membiarkan, meakukan, menyuruh meakukan,
atau turut serta melakukan eksploitas terhadap anak sebagaimana dimaeksud daam

ayat (1).

Pasal 67

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyadahgunaan narkotika,
akohol, pskotropika, dan zat adiktif lannya (ngpza) sebagamana dimaksud ddam
Pasal 59, dan terlibat ddam produks dan didribusnya dilakukan medui upaya
pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitad  oleh pemerintah  dan
masyarakat.

(2) Sdtigp orang dilarang dengan sengga menempatkan, membiarkan, melibatkan,
menyuruh  meibatkan anak ddam penydahgunaan, produks dan digribus napza
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak
sebagamana dimaksud ddam Pasd 59 dilakukan meddui  upaya pengawasan,
perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitas oleh pemeintah  dan
masyarakat.

(2) Setigp orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
atau turut serta meakukan penculikan, penjudan, aau perdagangan sebagamana
dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69
(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimeksud ddam Peasdl
59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksud dilakukan meldui upaya:



a. penyebarluasan dan soddisas  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang
melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
b. pemantauan, peaporan, dan pemberian sanks.
(2) Setigp orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud daam ayat (1).

Pasal 70

(1) Pelindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 dilakukan melaui upaya:
a. perlakuan anak secaramanusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus, dan
c. mempeoleh perlakuan yang sama dengan anak lannya untuk mencapa integras

so5d sepenuh mungkin dan pengembangan individu.

(2) Setigp orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka
secara diskriminatif, termasuk labelisss dan penyetaraan dalam  pendidikan bagi
anak-anak yang menyandang cacat.

Pasa 71
(1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan sdlah dan pendantaran sebagaimana
dimaksud dadam Pasd 59 dilakukan medaui pengawasan, pencegahan, perawatan,
dan rehabilitas oleh pemerintah dan masyarakat.
(2) Setigp orang dilarang menempatkan, membiarkan, mdibatkan, menyuruh melibatkan
anak dadam dgtuas perlakuan sdah, dan pendantaran sebagaimana dimaksud daam
ayat (1).

BAB X
PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

(1) Masyarakat berhak memperolen kesempatan sduas-luasnya untuk berperan daam
perlindungan anak.

(2) Peran masyarakat sebagamana dimaksud dadam aya (1) dilakukan olen orang
perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosa kemasyarakatan, lembaga
swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan
media massa

Pasal 73
Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB XI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74
Ddam rangka meningkatkan efektivitas penydenggaraan perlindungan  anak, dengan
undang-undang ini  dibentuk Komis Pelindungan Anak Indonesa yang bersfa
independen.

Pasal 75

(1) Keanggotaan Komis Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2
(dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.

(2) Keanggotaan Komis sebagamana dimeksud ddam ayat (1) terdiri dari  unsur
pemerintah, tokoh agama tokoh masyarekat, organisss sodd, organisas
kemasyarakatan, organisas profes, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan
kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

(3) Keanggotaan Komis sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan
diberhentikan oleh Presden setdlah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan



Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenal  kelengkapan organised, mekanisme kerja, dan
pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76

Komis Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

a meakukan soddisas sdurun ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang
berkatan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informad, menerima
pengaduan masyarakat, meakukan pendashan, pemantauan, evduas, dan
pengawasan terhadap penyel enggaraan perlindungan anak;

b. memberikan lgporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presden dadam
rangka perlindungan anak.

BAB Xl
KETENTUAN PIDANA

Pasa 77

Setigp orang yang dengan senggja mel akukan tindakan :

a diskriminas terhadgp anak yang mengekibatkan anak mengdami  kerugian, bak
materiil maupun moril sehingga menghambet fungs sosanya; aau

b. pendantaran terhadgp anak yang mengakibatkan anak mengaami  sskit  atau
penderitaan, bak fisk, mental, maupun sosd,

C. dipidana dengan pidana penjara pding lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paing
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setigp orang yang mengetahui dan sengga membiakan anak ddam dtuas  darurat
sebagaimana dimaksud dadam Pasd 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari
kelompok minoritas dan terisolad, anak yang tereksploitas secara ekonomi  dan/atau
sekaud, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi  korban penyaahgunaan
narkotika, akohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (ngpza), anak korban penculikan,
anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasd 59, padahd anak terscbut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana
dengan pidana penjaa pding lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paing banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79
Setigp orang yang meakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasd 39 ayat (1), aya (2), dan aya (4), dipidana dengan
pidana penjaa pding lama 5 (lima tahun dan/aau denda pding banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

(1) Setigp orang yang melakukan kekgaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau
penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjaa pding lama 3 (tiga
tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh
duajutarupiah).

(2) Ddam ha anak sebagamana dimeksud daam ayat (1) luka berat, maka peaku
dipidana dengan pidana penjara pding lama 5 (lima) tahun dan/atau denda pding
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Ddam hd anak sebagamana dimaksud ddam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana
dengan pidana penjara paing lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paing banyak
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1), aya
(2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.



Pasal 81

(1) Setigp orang yang dengan sengga melakukan kekerasan aau ancaman kekerasan
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana
dengan pidana penjara pding lama 15 (lima bdas) tahun dan paing singkat 3 (tiga)
tahun dan denda paing banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pding
sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagamana dimaksud daam ayat (1) berlaku pula bagi setigp
orang yang dengan sengga melakukan tipu mudiha, serangkaan kebohongan, atau
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82
Setigp orang yang dengan sengga meakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa, melakukan tipu mudihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara
pding lama 15 (lima beas) tahun dan pding sngkat 3 (tigd) tahun dan denda pding
banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00
(enam puluh jutarupiah).

Pasal 83
Setigp orang yang memperdagangkan, menjud, aau menculik anak untuk diri sendiri
aau untuk dijud, dipidana dengan pidana penjara pding lama 15 (lima beas) tahun dan
paling sngkat 3 (tiga) tahun dan denda paing banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) dan paing sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84
Setigp orang yang secara meawan hukum melakukan transplantas organ dan/atau
jaingan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
aau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

(1) Setigp orang yang melakukan jua bdi organ tubuh da/atau jaringan tubuh anak
dipidana dengan pidana penjara pding lama 15 (lima belas) tahun darv/atau denda
paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setigp orang yang secara meawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh
dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penditian
kesehatan yang menggunakan anak sebaga objek penditian tanpa seizin orang tua
atau tidek mengutamakan kepentingan yang terbak bagi anak, dipidana dengan
pidana penjara pding lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda pding banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86
Setigp orang yang dengan sengga menggunakan tipu mudihat, rangkaian kebohongan,
aau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan aas kemauannya sendiri, padahd
diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakd dan bdum bertanggung
jawab sesua dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paing lama
5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setigp orang yang secara mdawan hukum merekrut atau memperdat anak untuk
kepentingan militer sebagamana dimaksud ddam Pasd 63 atau penyaahgunaan dadam
kegiatan politik atau pelibatan daam sengketa bersenjata atau peibatan dalam kerusuhan
sosd dau pelibatan ddam periiwa yang mengandung unsur kekerasan aau pelibatan
daam peperangan sebagaimana dimeksud ddam Pasd 15 dipidana dengan pidana
penjara pding lama 5 (lima tahun dan/atau denda paing banyak Rp 100.000.000,00
(seratusjutarupiah).



Pasal 88
Setigp orang yang mengeksploitas ekonomi atau seksud anak dengan maksud  untuk
menguntungkan diri sendiri aau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paing lama
10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paing banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

Pasal 89

(1) Setigp orang yang dengan sengga menempatkan, membiarkan, mdibatkan, menyuruh
melibatkan anak ddam penyalahgunaan, produks atau distribus narkotika dan/atau
psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara pding lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paing singkat 5
(lima) tahun dan denda pding banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan
paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setigp orang yang dengan sengga menempatkan, membiarkan, meibatkan, menyuruh
melibatkan anak ddam penydahgunaan, produkd, aau distribus adkohol dan zat
adiktif lannya dipidana dengan pidana penjara pding lama 10 (sepuluh) tahun dan
paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paing banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus
jutarupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

(1) Dadam ha tindak pidana sebagaimana dimaksud ddam Pasd 77, Pasa 78, Pasd 79,
Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasa 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88,
dan Pasal 89 dilakukan oleh korporas, maka pidana dapat dijatuhkan kepada
pengurus dan/atau korporasinya.

(2) Pidana yang dijatunkan kepada korporas hanya pidana denda dengan ketentuan
pidana denda yang dijatunkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIlII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91
Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua perauran perundang-undangan yang
berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92
Pada saat berlakunya undang-undang ini, pding lama 1 (sau) tahun, Komis
Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93
Undang-undang ini mulal berlaku padatanggd diundangkan.
Agar sHigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya daam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
padatanggal 22 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



Diundangkan di Jekarta
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BAMBANG KESOWO
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

UMUM
Anak addah amenah sekdigus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus
kita jaga karena daam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebaga manusa
yang harus dijunjung tinggi. Hak asas anak merupakan bagian dari hak asas manusia
yang termuat ddam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvens Persarikatan Bangsa
Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari s kehidupan berbangsa dan bernegara, anak
adadah masa depan bangsa dan generas penerus cita-cita bangsa, sehingga setigp anak
berhak aas kdangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartispas serta berhak
atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminas serta hak sipil dan kebebasan.
Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusa teah
mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewgiban dan tanggung jawab orang tua,
keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak
mash memerlukan suatu undang-undang mengena perlindungan anak sebagal landasan
yuridis bagi pelaksanaan kewgiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian,
pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan
anak daam segda aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasiond,
khususnya dalam memagjukan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memeihara
hak asas tersebut sesua dengan kewsgjiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula
ddam rangka penyeenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung
javab menyedigkan fadlitas dan akseshilitas bagi anak, terutama ddam menjamin
pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.
Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungiawaban orang tua, keuarga,
masyarekat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan
secara terus-menerus demi terlindunginya hek-hak anak.  Rangkaian kegiatan tersebut
harus berkdanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak,
bak fisk, mentd, spiritud maupun sosd. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan
kehidupan terbak bagi anak yang dihargpkan sebaga penerus bangsa yang potensd,
tangguh, memiliki nesondlisme yang dijiwa oleh akhlak mulia dan nila Pancedla, serta
berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.
Upaya pelindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sgak dai janin
dalam kandungan sampa anak berumur 18 (delgpan beas) tahun. Bertitik tolak dari
konseps perlindungan anak yang utuh, menyeuruh, dan komprehensf, undang-undang
ini meetakkan kewgiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas
sebagai berikut :
a  nondiskrimines;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak wuntuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dand. penghargaan
terhadap pendapat anak.
Dadam medakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran
masyaraka, bak meddui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga
Swvadaya masyarakat, organisas kemasyarakatan, organisas sosd, dunia usaha, media
massa, atau lembaga pendidikan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asxs pelindungan anak di dni sesua dengan prindp-prindp pokok yang terkandung
dalam Konvens Hak-Hak Anak.



Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adaah bahwa daam
semua tindskan yang menyangkut anek yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat,
badan legidatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbak bagi anak harus
menjadi pertimbangan utama.

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kdlangsungan hidup, dan perkembangan
addah hak asas yang pding mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara,
pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak addah penghormatan
atas hak-hak anak untuk berpartispas dan menyatakan pendapatnya daam pengambilan
keputusan terutama jika menyangkut hal-ha yang mempengaruhi kehidupannya

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Hak ini sesual dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
dan pringp-pringp pokok yang tercantum daam Konvens Hak-Hak Anak.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anek ddam rangka
mengembangkan kredtivitas dan intdektuditasnya (daya ndarnya) sesua dengan tingkat
usa anak. Ketentuan pasd ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut mash
tetap harus berada daam bimbingan orang tuanya.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan mengena hak anak untuk mengetahui dgpa orang tuanya, ddam ati asd-
usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari  terputusnya dSlslah
dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk
dibesartkan dan diasun orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patun  dan
menghormati orang tuanya

Aya (2)

Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum,
adat igtiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasa 12

Hak ddam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesua dengan
martabat  kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartispas
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Perlakuan diskriminad, misdnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan keahiran
anak, dan kondig fisk dan/atau mentd.

Huruf b

Perlakuan ekploitas, misdnya tindakan atau perbuatan memperdat, memanfaatkan, atau
memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Huruf ¢



Perlakuan pendantaran, misdnya tindekan aau perbuatan mengabaikan dengan sengga
kewgjiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Huruf d

Perlakuan yang kgjam, misdnya tindakan atau perbuatan secara zdim, kegi, bengis, aau
tidedk menaruh belas kashan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan,
misanya perbuatan meluka dan/atau mencederal anak, dan tidek sematamaa fisk,
tetgpi juga mentd dan sosd.

Huruf e

Perlakuan ketidakadilan, misanya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan
lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

Huruf f

Perlakuan sdah lainnya, misdnya tindakan pelecehan aau perbuatan tidak senonoh
kepada anak.

Aya (2

Cukup jelas

Pasal 14

Pemisshan yang dimeksud ddam ketentuan ini tidek menghilangkan hubungan anak
dengan orang tuanya.

Pasal 15

Perlindungan ddam ketentuan ini mdiputi kegiatan yang berdgfat langsung dan tidak
langaung, dari tindakan yang membahayakan anak secarafisk dan pskis.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Aya (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimeksud dengan bantuan lannya misdnya bimbingan sosd dari pekerja sosd,
konsultas dari psikolog dan pskiater, atau bantuan dari ahli bahasa

Huruf ¢

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Bantuan lannya ddam ketentuan ini termasuk  bantuan medik, sosd, rehabilitas,
vokasiond, dan pendidikan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Dukungan sarana dan prasarana, misanya sekolah, lgpangan bermain, lgpangan olahraga,
rumah ibadah, bda kesehatan, gedung kesenian, tempat rekrees, ruang menyusui,
tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak.

Pasal 23

Aya (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengadilan yang dimeksud ddam ketentuan ini addah Pengadilan Agama bagi yang
beragama Idam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama sdain Idam.
Ayat (3)



Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasd 33 Ayat (2)
Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasd 33 Ayat (2)
Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimeksud dengan kaa seyogianya ddam ketentuan ini addah sepatutnya;
sdayaknya; semedtinya; dan sebaiknya.
Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pengasuhan anak dalam panti sosa merupakan upaya terakhir.
Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakad dan bertanggung jawab, dan
penyesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau
kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan pendlitian yang sungguh-sungguh.
Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



Yang dimaksud dengan kesigpan dadam ketentuan ini diartikan gpabila secara pskologis
dan pskososa diperkirakan anak telah sagp. Ha tersebut biasanya dapat dicapa apabila
anak sudah mendekati usia 18 (delgpan belas) tahun.

Pasal 41

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Aya (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah beraka dan
bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesua dengan ketentuan agama
yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang- unangan yang berlaku.
Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Aya (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan, misdnya
HIV/AIDS, TBC, kusta, polio.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53



Aya (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimeksud dengan frasa ddam lembaga addah mddui ssem panti pemerintah dan
pati  swasta, sedangken frasa di  luar  lembaga addah dgem  asuhan
kel uargalperseorangan.
Aya (2)
Cukup jelas
Aya (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 56
Ayt (1)
Cukup jelas
Aya (2
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Yang dimeksud dengan frasa gangguan pskososd antara lan trauma pskis dan
gangguan perkembangan anak di usadini.
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Aya (1)
Cukup jelas
Aya (2)
Cukup jelas
Aya (3)
Cukup jelas
Pasal 65
Ayt (1)
Cukup jelas
Aya (2
Cukup jelas
Pasal 66
Aya (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas



Aya (3)
Cukup jelas
Pasal 67
Aya (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas
Aya (2
Cukup jelas
Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jdlas
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas
Aya (2
Cukup jelas
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayét (2)
Cukup jelas
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas
Aya (2
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Y ang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat dalam ayat ini termasuk tokoh adat.
Ayat (3)
Cukup jelas
Aya (4)
Kdengkagpan organisss yang akan diatur ddam Keputusan Presden termasuk
pembentukan organisas di daerah.
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas



Aya (2
Cukup jelas
Aya (3)
Cukup jelas
Aya (4)
Cukup jelas
Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas
Aya (2)
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas
Aya (2
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 90
Aya (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
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